
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan
pengendalian kegiatan usaha di Kabupaten Kotawaringin
Barat, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu diatur tentang
Izin Tempat Usaha;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat
Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Izin Tempat Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 694;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2000 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupateen
Kotawaringin Barat Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah ;

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat ;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya ;

10. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk
melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup
maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam
bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;

11. Izin Tempat Usaha adalah surat izin yang diberikan kepada
setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun
menempati tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan usaha yang
dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu
dengan maksud mencari keuntungan atau laba ;

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk
memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap
orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau
memperluas tempat usaha agar memiliki Izin Tempat Usaha
dari Bupati.

(2) Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan legalitas
terhadap suatu tempat usaha dan pengawasan kegiatan
usahanya.

BAB III
NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin tempat usaha diberikan kepada orang
pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah
termasuk tempat-tempat usaha yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
tempat usaha.

BAB III
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati
dengan mengisi Daftar Isian yang sudah disediakan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor yang ditunjuk
untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai
berikut:

a. Fotocopy / salinan denah bangunan ;
b. Fotocopy / salinan Izin mendirikan bangunan (kecuali bagi

tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah) ;


